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NGMGR 28 T A HUN 2015

TENTANO

TATA NASKAH DINAS DI LINOKUNOAN
PEMERINTAH KGTA MATARAM

DENQAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKGTA MATARAM,

bah t d slam r an g k a e6 s ic n.si d an efek t i f i tas
administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,
p erlu d i lakukan p enyeragaman ta ta. naskah d inas d i
lingkungan pemerintah daerah;

bahama Peraturan W a l ikota Ma t araxn. No mor
6/PERT/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lmgkungan Pemenntah Kota Mataram h d a k sesum lay.
dengan Permenda~ Nomor 54 Tahun 2009 ten~g Tata
Naskah Di n as d i Lingk u ngan P e m er intah B a e r ah,
schingga pcrlu d igant i ;

bahvwa be r dasarkan per t i m bangan seba gaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan
P eraturan Walikota Mataram tentang Tata Nas~ Dina s
di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;

U ndang-Undang No mo r 4 Tah un 1993 tenta n g
Pembentukan Kotamadya Daerah T in c t I I M a taram
L embaran N egara R epublik I n d onesia T a hu n 19 9 3
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nor@or 3531);

U ndang-Undang N o mo r 12 Tahun 20 11 t ent a n g
P embentukan Peratu r a n Per un dang­undangan
( Lembaran Negara R epublik I n d onesia Tahun 20 1 1
Nomor 82„ Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

U ndang-Undang N o mo r 23 Tahun 20 14 tent a n g
Pemerintahan D a e rah ( L e mbaran N e gara R e p ub l ik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 5587), sebagalmana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan kedua a tas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2 014 t entang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara R epublik I n d onesia T ahun 2 01 5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daera h Pr ov ins i dan Pe m erintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Da erah (Lembaran Negata
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan P r esiden N omor 87 Ta hu n 20 1 4 te n tang
Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 t entang Pembentukan P eraturan P erundang­
Undangan (Lembaran Negsra Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah D inas d i L ingkungan Pemerintah
Daerah;

8 . Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor I T a hun 2 0 14
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9 . Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2 008
tentang Pembentuksn Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram
Tahun 2008 Nomor : 4 S e r i : D) sebagaimana telah
diubsh beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013;

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah Kota
Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013.

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tshun 2 0 11

M EMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN W ALIKOTA M ATARAM TENTANG TATA
NASKAH D INAS DI LINGKUNGAN PEM ERINTAH K O TA
MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Deism Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan daersh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahsn

oleh p emerintah d aerah d a n D ewan Perwakilan Rakyat D aerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistern dan pr insip negara kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tshun 1945.
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SKPD.

Daerah Kota Mataram.

urusan dinas atau badan.

dalam komunikasi kedinasan.

11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Mataram.

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Mataram.

3. Walikota adslah Walikota Mataram.

4. Wakil Walikota adslah Wakil Walikota Mataram

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

6. Sekretariat Daerah adslsh Sekretariat Daerah Kata Mataram.

7. Sekretariat D ewan Perwakilan Rakyat D aerah adalah Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram,

8. Perangkat Daerah adalah u nsur p embantu k epala daersh d alam
penyelenggaraan pemerintsh d aerah y ang t erdir i d ar i Sekretariat
Daerah, Sekretariat D PRD, D inas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Inspektorat, Bappeda, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalsh
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram.

10. Satuan Kerja Perangkat D aerah K ota M ataram s elanju tnya d isebut
SKPD Kota M ataram adalah Sekretariat D aerah , Sekretariat D PRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan , Kelurahan da n
Lembaga lain.

12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Mataram.

13. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
14. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah

dalam wilayah kerja Kecamatan.

15. Unit pelaksana teknis selanjutnya rhsebut UPT adalah unsur pelsksana
teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian

16. Tata naskah d inas adalsh pengelolaan informasi ter tu lis yang meliput i
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan,
distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan

17. Naskah d inas adalah i n formasi t ertulis sebagai s la t k omunikasi
kedinasan yang d ibuat da n a tau d ikeluarkan o leh pejabat yang
berwenang di lingkungan pemerintsh daerah.

18. Format adalah naskah d inas yang menggambarkan tata letak dan
redaksionsl, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.

19. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dar i suatu j abatan atau

20. Kop nasksh dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau
nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.

21. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan
atau n am a SKPD t er tentu y ang d i tempatksn d i bagian a tas sampul

22. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pads suatu jabatan.

23. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari
pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.

24. Mandat adalah pelimpahsn wewenang yang diberikan oleh atasan
kepada bawahan u n tu k m elakukan su atu t u gas t ertentu a tas n ama
yang memberi mandat.

naskah.



dan final .

25. Penandatanganan na skah di nas ad alah hak, kewajibsn da n
tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani
naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pads jabatannya.

26. Peraturan Daerah adalah naskah dinas deism bentuk dan susunan
produk h u kum, yang bersifat pengaturan d i tetapkan oleh kepala
daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daersh un tuk mengatur u rusan otonomi daerah dsn t ugas
pembantuan.

27. Peraturan Walikota adalah Naskah Dinas deism bentuk dan susunsn
produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Walikota.

28. Peraturan bersama adalsh naskah dinas deism bentuk dan susunan
produk h ukum yang bersifat pengaturan d i tetapkan oleh dua atau
lebih kepala daerah.

29. Keputusan Walikota adalah Naskah Dinas deism bentuk dan susunan
produk hu kum yang bersifat penetapan konkr it , individual, dan finaL

30. Keputusan kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan
susunan produk hukum yang bersifat penetapsn, individual, konkrit

31. Instruksi Walikota adalsh Naskah Dinas yang berisikan perintah dar i
Walikota kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas

pemerintahan .

32. Surat E daran a dalah n askah d inas y ang berisi p emberitshusn,
penjelasan dan / a tau p etunjuk cars m elaksanakan h s l t er tentu y ang
dianggap panting dan mendesak.

33. Surat b i asa a dalah n askah d i nes y an g b eris i p emberitahuan,
pertsnyaan, permintaan jawabsn atau saran dsn sebagainya.

34. Surat keterangan adalah naskah d inas yang berisi pernyataan ter tu l i s
dar i pe j aba t se bagai t an d a bu k t i u nt uk m e n erangkan atau
menjelaskan kebenaran sesuatu hal.

35. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada
bawahan y ang b erisi p erintsh un tu k melaksanakan p ekerjaaan

36. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu
permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

37. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama
antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau
perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

38. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan
kepada bawahan yang berisi perintah untuk melsksanakan pekerjaan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

39. Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dines dari pejabat yang
berwenang kepada bawahan at a u pejabat te r tentu untu k
melaksanakan perjalanan dinas.

40. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada
bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk
melakukan suatu tindakan tertentu dalsm rangka kedinasan.

41. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang
berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pads alamat
tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

tertentu .



rapat.

sistematis.

kedinasan.

telsh menjalankan tugas.

42. Surat k eterangan melaksanaksn Tugas adalah n askah d inas dari
pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai

43. Surat panggilan adalah nasksh d inas dari pejabat yang berwenang
berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.

44. Nota d inas a dalah n askah d i nas y ang b ersifat i n ternal b erisi
komunikasi k edinasan a n tar p ejabat ata u d ar i a tasan k epada
bawahan dan dari bawahan kepada atasan.

45. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk
menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.

46. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang
berisi petunjuk tertulis kepada bawahsn.

47. Telaahan stsf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara
lain b er is i anal isis pert imbangan, pendapat dan s aran-saran secara

48. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
pemberitahuan yang bersifat umum.

49. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi
informasi d a n pe rtanggungjawaban tentang p elaksanaan tugas

50. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat d ijadikan
bahan pertimbangan kedinasan.

51. Surat pengsntsr adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang
yang berfungsi sebagai tanda terima.

52. Telegram adalsh naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal
tertentu yang dik irim melalui telekomunikasi elektronik .

53. Lembaran daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan
peraturan daerah.

54. Berita daerah adalah nasksh dinas untuk mengundangkan peraturan
kepala daerah.

55. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu
hal yang ditanda tsngani oleh para pihak.

56. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau

57. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan

58. Daftar hadir adalah naskah dines dari pejabat berwenang yang berisi
keterangan atas kehadiran seseorang.

59. Piagam adalsh n askah d inas dar i pejabat yang berwenang berisi
penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang
telah diwujudkan.

60. Surat t anda tamat pendidikan dan pelat ihan d isingkat STTPP adalah
naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus
pendidikan dan pelatihan tertentu.

61. Sertlfikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang
t elah mengikut i kegiatan tertentu .

62. Perubahan adalsh merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.

t ertentu .



63. Pencabutan adalah suatu pemyataan tidak berlakunya suatu naskah
dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.

64. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap
tidak pernah dikeluarkan.

BAB II
TATA NASKAH DINAS

Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:
a. as as efisien dan efektif ;
b. asas pembakuan;
c. as as akuntabilitas;
d. as as keterkaitan ;
e. asas kecepatan dan ketepatan; dan

asas keamanan.

Pasal 3

d ilakukan melalui tatacara dan bentuk y ang telah dibakukan .

(I ) A sas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud deism Pasal 2 huruf a,
dilakukan melalui penyederhanaan deism penulisan, penggunaan
ruang atau l embar n askah d inas, spesifikasi in formasi , serta dalam
penggunaan bahasa Indonesia yang haik, benar dan lugas.

(2) A sas p embakuan sebagaimana d i maksud d a lam Pasal 2 hur u f b ,

( 3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h u ru f c ,
y aitu pe nyelenggaraan ta ta naskah din a s har us dapat
dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, k ewenangan,
keabsahan dsn dokumentasi.

(4) Asas keterkaitan sebagainuma dimaksud deism Pasal 2 huruf d, yaitu

(5) Asas kecepatan dan ketepatan seb~ dima ksud dalam Pasal 2
huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan
tepat sasaran.

(6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu
penyelenggaraan tata naskah d inas harus amen secara IIs(k dan

tata naskah dines diselenggarakan deism satu kesatuan sistern.

substansi.

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:
a. k e telit ian ;
b. k ejelasan;
c. s ingkat dan padat;dan
d. Iogis dan meyakinkan.



Pasal 5

( I) Prinsip ketelitian sebagaimana d imaksud dalam Pasal 4 h u ru f a ,
d iselenggarakan secara t e l it i d a n c ermat d ar i b entuk , susunan

pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan
didalam pengetikan.

( 2) Prinsip kejelasan sebagafnuma d imaksud dalam Pasal 4 h u ru f b ,
diselenggarakan dengan memperhatikan k ejelasan aspek gsik d an
materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.

(3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud deism Pasal 4 huruf
c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik

(4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud deism Pasal 4
huruf d, dtselenggaralom secara run tu t dan logis dan meyakinkan serta
struk tur kal imat harus lengkap dan efektif .

dan benar.

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan seba~d berikut:

a. pengelolaan surat masuk;
b. pengelolaan surat keluar;
c. t ingkat Keamsnan;
d. kecepatan proses;
e. penggunaan kertas surat;
f. pengetikan serena administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
g. warna dan kual i tas kertas.

Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud deism Pasal 6 huruf a,

a. Instansi p enerima m enindaklsnjut i s u ra t yan g d i terima melalui
tahapan:
I , d iagenda dan dfklasifdrast sesuai sifat surat serta didistribusikan ke

unit pengelola;
2. unit pengelola menindaklanjut i sesuai dengan klasffikasi surat dan

arahan pimpinan; dan
3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.

b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada
yang berhak.

c. s lu r s u rat menyurat d iselenggarakan melalu i m ekanisme dar i t i ngkat
p impinan te r t inggi h ingga ke p ejabat s t ruktural t erendah y ang
berwenang,

dilakukan melalui:

Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud deism Pasal 6 huruf b,
dilakukan melalui tahapan:



a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai
'tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit
tata usaha dalam rangka pengendalian;

b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing­
masing satuan kerja perangkat daerah;

c. penggunaan tsnggal untuk naskah dinas tertentu me nggunakan

penanggahm Masehi dan Hijriyah
d. aural keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim;
e. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha; dan
f. surat keluar yang diarsipkan adalah surat asli yang memiliki psraf.

Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,
dBakukan dengan mencantumkan kode pada sampul nasksh dinas sebagai

a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan
sifatnya memilik i t ingkat keamanan yang t inggi, erat hubungannya
dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.

b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya
memiliki t ingkat keamanan t inggi yang berdampak kepada kerugian
negara, disintegrasi bangsa.

c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi
surat perlu mendapat perhatian penerima surat.

d . sura t k o n f tdensial d i s ingkat K, m e r upakan s u ra t y an g m a ter i d a n
sifatnya m emil ik i t i ngkat k eamanan sedang yang berdampak k epada
terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.

e. surat biasa disingkat B , merupakan surat yang materi dan sifatnya
biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

berikut :

Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai

a. amat segera/k i lat , dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
c. panting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
d. biasa, dengan batas waktu m aksimum 5 h ar i k erja setelah surat

berikut:

diterima.

Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e,
sebagai berikut:
a, kertas yang digunakan untuk nasksh dinas adalah HVS 80 gram;
b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, banya terbatas

untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan
nilai kegunaan dalam waktu lama;

c. penyediaan surat berlambsng negara berwarna kuning emas atau logo
daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;



d. ukuran kertas yang digunaksn untuk surat-menyurat adalah Folio/F4
(215 x 330 mm);

e. ukursn k ertas yang digunakan untuk makalah, paper dan laporan
adalah A4 (210 x 297 mm); dan

f . u kuran kertas yang digunakan un tuk p idato adalah A5 (165 x 2 15
mm).

Pasal 12

Pengetikan serena administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud
deism Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:
a. penggunaan klasigkasi huruf sans serif;
b. ariel 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
c. spasi I atau 1,5 sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Warna dan kual i tas kertas sebsgaimana dimaksud deism Pasal 6 hu ru f g,
berwarna putih dengan kuaittas haik .

BAB III
NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Bentuk Dan Susunan

Pasal 14

pemerintah kota Nataram, terdir i ates:
a. peraturan daerah;
b. pe r aturan Walikota;
c. pe r a turan bersama Walikota; dan
d. keputusan Walikota;

Bentuk dan susunan naskah dinas pm duk hukum d i lingkungan

Pasal 15

Bentuk dan s usunan n askah d ines surat d i l i ngkungan pemerintah
daerah, terdiri atas:
a. in s t r uksi ;
b. su rat edaran;
c. su rat biasa;
d. su r a t keterangan;
e . su r a t perintah ;
f . su r a t iz in ;
g. su rat perjanjian;
h. su r a t perintah tugas;
i. su rat perintsh perjalsnan dinas;
j. surat kuasa;
k. su rat undangan;
L surat keterangan melaksanakan tugas;
m. s u rat panggilan;
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n. no ta dinas;
o. no ta pengajuan konsep naskah dinas;
p. lembar disposisi;
q. te laahan staf;
r. pengumuman;
s. lap oran;
t. re komendasi;
u. su rat pengantar;
v. t e legram;
w. l embaran daerah;
x. be r i ta daerah;
y. be r ita acara;
z. no tulen;

ab. d a ftar hadir ;
ac. p iagam;
ad. sert(fikat; dsn
ae. STTPP.

aa. m emo;

BAB IV
PENGGU NAAN DAN KEW ENANGAN

ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN
DAN PEN JABAT

Pasal 16

(1) A tas n am a y an g d i singkat a.n . m erupakan j enis p elimpshan
wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat
setingkat dibawahnya.

(2) U n tuk b eliau y ang d isingkat u .b . m erupakan j enis pelimpahan
wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat
dua tingkat dibawahnya.

(3) Pelimpshan Wewenang sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dan ayat
(2) tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpshkan
wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewensng barns
mempertanggung)awabkan kepada pejabat yang melimpahkan
wewenang.

Pasal 17

d ilant ik .

(1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt merupakan pejabat sementara pada
jabatan t er t ent u y ang m en dapa t pel i mpahan wewenang
penandatangsnsn n askah d i nas, k arena p ejabat d efinit(f b elum

(2) Plt sebagaimsna dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan
kepala SKPD atau keputusan walikota dan berlaku paling lama 1 (satu)

(3) Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
naskah dinas yang dilakukannya.

tahun .



Pasal 18

(1) Pelaksana t ugas h arian y ang d i singkat P l h merupakan p ejabat
sementara pada j a batan te r tentu yan g mendapat pe l impahan
wewenang penandatanganan naskah d inas, karena pejabat definit if
berhalangan sementara.

(2) Plh sebagaimana dimaksud pads ayat (1) diangkat dengan keputusan
kepala SKPD atau keputusan walikota dsn berlaku paling lama 3 (tiga)

(3) P)h sebagaimana dimaksud peda ayat (1) mempertanggung)awabkan
pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat

bulan.

definit i f .

Pasal 19

(1) Penjabat y an g d i s ingkat P j . m erupakan p ejabat s ementara untuk
jabatsn wal ikota.

(2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan
pads daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat degnitif.

BAB V
PARAF, PENULISAN MAMA, PENANDATANGANAN,
DAN PENGGU NAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagisn Kesatu
Paraf

Passl 20

(1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dshulu diparaf.
(2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum

(3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh
pejabat terkait secara horizontal dan vertikaL

(4) Paraf sebagaimsna dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupaksn
tanda t angan s ingkat sebagai b entuk p ertanggung)awaban a tas
muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.

(5) Paraf sebagaimana dimaksud pads ayat (4) meliputi:

ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.

a. paraf hierarki; dan
b. paraf koordinasi.

Bagian Kedua
Penulisan Nama

Pasal 21

(1) Penulisan nama, walikota, wakil walikota pada nasksh dinas:
a. deism bentuk dan susunan pmduk hukum tidak menggunakan

gelsr; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.

(2) Penulisan n am a pe jabat seisin y ang d imaksud p ads ayat (1)
menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat
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Bag(an Ketiga
Penandatanganan nasksh dinas

di lingkungan pemerintah Kota Mataram

Pasal 22

(j) Walikota menandatangani naskah d inas deism bentuk dan su sunan
produk hukum sebagaimana dimaksud deism Pasal 14 terdiri ates:
a. peraturan daerah;
b. pe r a turan walikota;
c. pe r a turan bersama walikota; dan
d. ke putusan walikota.

Walikota menandatangani naskah dines deism bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud deism Pasal 15 terdiri ates:
a. in s t ruksi ;
b. su r a t edaran;
c. su r a t biasa;
d. su rat keterangan;
e. su r a t perintah ;
f . sur a t tzin ;
g. su rat perjanjian;
h. su rat perintah tugas;
i. su rat kuasa;
j. su rat undangan;
k. su rat keterangan melaksanakan tugas;
l. su rat panggilan;
m. no ta dinas;
n. le m bar disposisi;
o. pengumuman;
p. la poran;
q. rekomendasi;
r. te l egram;
s. be r ita scars;
t . mem o ;
u. pi agam;
v. se r t i fikat ; dan
w. S T TPP.

(2)

Pasal 23

(1) Walikota men delegasikan penandatsnganan pe r izinan di b idang
pelayanan yang bersifat l intas sektor kepada SKPD yang membidangi
pelayanan perizinan terpadu.

Deism hal Penyelenggaraan perizinan secara fungsional tetap menjadi
tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

(2)

Pasal 24

W akil W a l ikota m enandatangani n askah d i nes d e ism b en tuk da n
susunan surat sebagaimana dimaksud deism Pasal 15 terdiri ates:
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1.

a.
b.
C.

d.
e.
f.

g.
h.

stlrat lzm

surat biasa;
surat ketersngan;
surat perintah;

surat perintah tugas;
surat keterangan melaksanakan tugas;
nota dines;
lembar disposisi;
telaahan staf;
laporan;
rekomendasi; dank.

l. memo.

[2) Waki l Walikota ates nama Walikota mensndatangani naskah dines
meliput i

deism bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan

deism bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud deism
Pasal 15 terdir i ates:
1. su r at edaran;
2. su rat biasa;
3. sur a t keterangan;
4. sur a t perintah ;

5. su rat izin;
6. su rat perintah tugas;
7. su rat keterangan melaksanakan tugas;
8. no t a dinas;
9. lembar disposisi;
10. pengumuman;
11. telegram;
12. berita scars;
13. piagam; dan
14. sert i6kat .

Pasal 25

(1) Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas deism bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud deism Pasal 15 terdiri ates:
a. surat biasa;
b. s u rat keterangan;
c . s u rat perintah ;
d. surat izin;
e. surat perjanjian;
f. su ra t perintsh tugas;
g. s u rat perintah perjalanan dines;
h. surat kuasa;
i. s u rat undangan;
j. su r a t keterangsn melaksanakan tugas;
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n.
o.
P.
q.
r,
s.
t .
u.
V.

w.
X.

y.
memo;

k. surat panggilan;
1. nota dines;
m. nota pengqjuan konsep naskah dinas;

lembar disposisi;
telaahan staf;
pengumuman;
laporan;
rekomendasi;
surat pengantar;
lembaran daerah;
berita daerah;
berita acara;
notulen;

defter hadir ; dan
sertifikat .Z.

a
yang meliputi :

(2) Sekretaris daerah ates name Walikota menandatangani naskah dinas

deism bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan
walikota; dan
deism bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud deism
Pasal 15 terdiri ates:
1. s u rat edaran;
2. s urat biasa;
3. s u rat keterangan;
4. s u rat perintah ;

5. s u rat izin ;
6. surat perjanjian;
7. s u rat perintsh tugas;
8. su rat undangsn;
9. surat keterangsn melaksanakan tugas;
10. su rat panggilan;
11. no ta dinas;

12. pengumuman;
13. t elegram;
14. berita acara;
15. p iagam;
16, s e rtiTikat; dsn
17. S TTPP.

b

Pasal 26

(1) Asisten menandatangani naskah dines deism bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud deism Pasal 15 terdiri ates:
a. no ta dines;
b. n ota pengajuan konsep naskah dinas;
c. l embar disposisi;
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h. memo.

d. t elaahan staf;
e. l aporan;
f. s u rat pengantar;
g. n otulen; dan

(2) Asisten ates nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud deism Pasal 15

a. su rat biasa;
b. s urat keterangan;
c. su ra t perintah ;
d. su rat perintah tugas;
e. su rat perintah perjalanan dinas;
f . su r a t undsngan;
g. s u rat panggilan;
h. no ta dinas;
i. nota pengajuan konsep naskah dinas;

j. la poran;
k. s u rat pengantar; dan
1. d e f ter hadir .

terdiri ates:

Pasal 27

Staf ahl i mensndatangani naskah dines deism bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud deism Pasal 15 terdir i ates:
a. no ta pengajuan konsep nasksh dinas;
b. t e laahan staf; dsn
c. la po ran.

Pasal 28

( 1) Kepala SKPD menandatangani n askah d inas deism b entuk d an
susunan surat sebagaimana dimaksud deism Pasal 15 terdiri ates:
a. s u rat biasa;
b. surat ketersngan;
c . s u rat perintsh ;
d. s u rat izin ;
e. surat perjanjian;
f. sur a t perintah tugas;
g. surat perintah perjalanan dinas;
h. s u rat kuasa;
i. su rat undangan;
j. su r a t keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;
1. n ota dinas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
n. l embar disposisi;
o. t elaahan staf;
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p. pengumuman;
q. l aporan;
r. r ekomendasi;
s. barite aeara;
t . me m o;
u. defter hadir; dan
v. seriifikat.

(2) Kepala SKPD ates nama walikota menandatangani naskah dines yang
meliputi:
a . d e is m be n tu k dan su s una n pr o d u k hukum be rupa

Keputusan Wa(ikota; dan
b. deism bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud deism

Pasal 15 terdiri ates:
1. su r at b iasa;
2. su rat keterangsn;
3. su rat perintah;
4. sur at undangan; dan
5. ser tifikat.

(3) Kepala Baden Kepegawaian Daerah selaku kepala SKPD ates noma
walikota menandatangani naskah dines deism bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud deism Pasal 15 terdiri ates:
a. surat biasa;
b. surat undangan;
c . p engumuman ;
d. l aporan;
e. t elegram;
f. p i agam;
g. seztifikat; dan
h. STTPP.

Pasal 29

(1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah d inas deism bentuk dsn
susunan surat sob~ a dim aksud deism Pasal 15 terdiri ates:
a. s u rat biasa;
b. surat keterangan;
c. s u rat perintah;
d. surat izin;
e. su rat perjanjian;
f. su r a t perintah tugas;

g. su rat perintah perjalanan dinas;
h. s u rat kuasa;
i . sur a t undangan;

j. su rat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;
l. no ta dinas;
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m. nota pengajuan konsep naskah dinas;

n. l embar disposisi;
o, t elashan staf;
p. pengumuman;
q. l aporan;
r. r ekomendasi;
s. b erita acara;
t. m emo; dan
u. defter hadir.

(2) Sekretaris DPRD ates name walikota menandatangani naskah dines
meliputi:
a. deism bentuk dsn susunan produk hukum keputusan walikota,

b. deism bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud deism

dan

Passl 15 terdir i ates:
1, s u rat biasa;
2. s u rat keterangan; dan
3. s u rat perintah .

Pasal 30

terdiri ates:

(1) Kepala UPT d inas/baden m enandatangsni n askah d ines d eism
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud deism Pasal 15

a. surat biasa;
b. surat perintah ;
c. surat perjanjian;
d, surat perintah tugas;
e. surat perintah perjalanan dinas;
f. su rat kuasa;
g. surat undangan;
h. surat keterangan melaksanakan tugas;
i. surat panggilan;
j. n ota dinas;
k. nota pengajuan konsep naskah dines;
l. l embar disposisi;
m. telaahan staf;
n. pengumuman;
o. laporan;
p. rekomendasi;
q. barite acara;
r. m emo; dan
s. defter hadar .

menandatangani naskah dinas deism bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud deism Pasal 15 terdiri ates:
a. surat biasa;
b. surat keterangan;

( 2) Kepala UP T di nas/baden ate s name kepala dines/baden
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c. surat perintah;
d. nota dinas; dan
e. defter hadir.

Pasal 31

(1) Sekretaris SKPD menandatangani nasksh d ines deism bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud deism Pasal 15 terdiri atas:
a. su r a t biasa;
b. sur at keterangan;

c . sur a t perintah ;
d. s u rat kuasa;
e. sur a t undangan;
f. n ot a d inas;
g. no ta pengajuan konsep naskah dinas;
h. l embar disposisi;
i . tel aahan staf;

j. la poran;
k. m emo; dan
1. d e f ter hadir.

dinas deism bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud deism
Pasal 15 terdiri ates:
a. s u rat biasa;
b. sur a t keterangan;
c . sur a t perintah ;

d. no ta dinas; dan
e. d e fter hadir.

(2) Sekxetaris SKPD ates nama kepala SKPD menandatangani naskah

Pasal 32

(1) Camat mensndatangani naskah deism bentuk dan susunan surat
sebagaimsna dimaksud deism Pasal 15 terdiri ates:
a. s u rat biasa;
b. su r a t keterangan;

c. su rat perintah;
d. surat izin ;

e. s u rat perjanjian;
f. su r a t perintah tugas;
g. su r at perintah perjalanan dinas;
h. su r at kuasa;

i. su rat undangan;
j . sur a t keterangan melaksanakan tugas;
k. s u rat panggilan;
l . n ot a d inas;
m. nota pengajuan konsep naskah dinas;

n. l embar disposisi;



(2) Camat a tes nama walikota menandatangani naskah d inas deism

o. te laahan staf;
p. P engumuman;
q. laporan;
r. re komendasi;
s. b ar ite scars;
t. me mo; dan
u. d e fter hadir.

bentuk dan susunan surat sebagaimsna dimaksud deism Pasal 15

a. su rat biasa;
b. su rat keterangan;
c. su rat perintah; dan
d. sur a t undangan.

terdiri ates:

Pasal 33

(1) Kepala bagisn, kepala bidsng menandatangani naskah dines deism
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud deism Pasal 15

a. sur a t perintah ;
b, n o ta d inas;
c. no ta pengajuan konsep naskah dinas;
d. lembar disposisi;
e. t e l aahan stsf ;
f. la poran; dan
g. de fter hadir.

(2) Kepala ba gian , ke pala bi dang a tes nam e kep al a SKP D
xnenandatangani naskah dines deism bentuk dan susunan Burst
sebagaimana dimaksud deism pasal 15 terdiri ates:
a. su rat biasa;
b. sur a t keterangan;
c. su rat perintah;
d. n o t a dinas; dan
e. de fter hadir.

terdiri ates:

Pasal 34

(1) Lurah menandatangani naskah d inas deism bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud deism Pasal 15 terdiri ates:
a. su r a t biasa;
b. su r a t keterangan;
c . sur a t perintah ;
d. sur a t izin ;
e. su rat perjanjian;
f. su rat perintah tugas;
g. su rat perintah perjalanan dinas;
h. su rat kuasa;
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(2)

nota dinas;

i. surat undangan;
j. su rat keterangan melaksanakan tugas;
k. su rat panggilan;

m. nota pengajusn konsep naskah dinas;
n. lembar disposisi;
o. t e l aahan staf;
p. pengumuman;
q. la poran;
r. re komendasi;
s. be r i ta daerah;
t. ber i ta acara;
U. Ul e n lo ; dan

v . def ter hadir .

Lurah ates name camat menandatangani naskah dinas deism bentuk
dan susunsn surat sebagaimana dimaksud deism Pasal 15 terdiri

a. su rat biasa;
b. su rat keterangan;
c. su rat perintah; dan
d. su rat undangan.

ates:

Pasal 35

Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani
naskah dinas deism bentuk dan susunan surat sebagaimana
dimaksud Pasal 15 terdir i ates:
a. n o t a dinas;
b. no ta pengajuan konsep naskah dinas;
c, t e l ashan staf; dan
d. lap oran.

Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, ates nama
sekretaris, kepala bagian, kepala b idang menandatangani nasksh
dinas deism bentuk dan susunan surat sebagabtuma dimaksud dalam
Pasal 15 terdiri ates:
a. su rat perintah;
b. no ta dinas; dan
c. de fter hadir.

(2)

Bag)an Keempat
Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 36

Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas
diatur deism peraturan walikota berdasarkan Peraturan Perundang­
U ndangs l l .



(2) Pelaksanasn pendelegasian pensndatangsnan naskah dinas
ditetapksn dengan keputusan wal ikota sesuai Peratursn Perundang­
Undat lgat l .

Bagian Kelima
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 37

( I) T ints yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.

(2) Tints yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah

(3) T ints yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas

d inas berwsrna biru tua .

berwarna merah.

BAB VI
STEMPEL

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 38

Jenis stempel untuk nasksh dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri

a. stempel jabatan; dan
b. stempel perangkat daerah.

atas:

Pasal 39

( I ) S tempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 h u ru f a ,

(2) Stempel jabatan walikota sebagaimana dimaksud pads ayat (1) berisi
nama jabatan dan menggunaksn lambang negara dengan pembatas
tanda bintsng.

stempel jabatan walikota.

Pasal 40

Stempel perangkat daersh sebaipmnana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b,

a. stempel SKPD dan atau lembaga lain;
b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dsn
c. stempel UPT.

terdiri atas:

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 41

Stempel j abatan wa l ikota, s tempel p erangkat d aersh s ebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran.
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Pasal 42

Ukuran st empel j a batan, s t empel perangkat daerah s ebagaimana
d imaksud deism Pasal 38 meliput i ;
a. uk u ran garis tengah l ingkaran luar stempel jabatan dan s tempel

b. u k u ran garis tengah l ingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat

c. uku ran garis tengah lingksran deism stempel jabatan dan perangkat

d. j a rak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam l ingkaran deism

perangkat daerah adalah 4 cm;

daerah a dalah 3,8 cm;

daerah adalah 2,7 cm; dan

maksimal 1 cm.

Passl 43

d imaksud deism Pasal 40 huruf b, meliput i :
(1) U kuran s tempel SKPD u n tu k keperluan te rtentu sebagaimana

a. uk u rsn garis tengah lingkaran lusr stempel j abatan dan stempel

b . uk u ran garis t engah l ingkaran t engah s tempel j abatan d an

c . uk u ran garis ten gab l ingkaran d eism s tempel j abatsn d an

d. j a rak antara 2 (dua) garis yang terdapat deism l ingkaran deism

(2) S t empel p erangkat d aerah u n t u k k eperluan t e r tentu s ebagaimana
d imaksud pada ayat (1) dipergunakan un tu k k a r tu t ends penduduk ,
kartu pegawai, tends pengenal, asuransi kesehatsn dsn sejenisnya.

perangkat daerah adalah 1,8 cm;

stempel perangkat daerah adalsh 1,7 cm;

stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan

maksimsl 0,5 cm.

Pasal 44

negara dengan pembatas tanda bintang.

(2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud deism pasal 40
huruf a dan huruf b b erisi nama pemerintah kota, name SKPD yang
bersangku tan.

(3] S tempel UPT sebagaimana d imaksud deism pasal 40 huruf c, berisi
name pemerintah kota, nama SKPD dsn name U PT yang
bersangkutan.

(1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang

Bag)an ketiga
Pen ggunaan

Pasal 45

(1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana

(2) Pejabat y an g b erhak menggunaksn stempel perangkat daerah
sebagaimana dimaksud deism Pasal 38 huruf b, kepala SKPD, kepala
lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

dimaksud deism Pasal 38 huruf a, wslikota/wakil walikota.
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Passl 46

Perangkat daersh yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah
sebagaimana dimaksud deism Pasal 38 huruf b meliputi :
a. sekretariat daerah;
b. sekretsriat DPRD;
c. d ines daerah;
d. lembaga teknis daerah;
e. kecamatan;
f. ke lu rahan; dsn
g. l embaga lainnya.

Pasal 47

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tints berwama ungu dan
dibubuhkan pads bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani
naskah dinas.

Bagisn Keempat
Kewenangan Pemegsng dan Penyimpan Stempel

Pasal 48

(1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah
dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan
pada sekretariat daerah.

(2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah
dilakuksn oleh uni t yang membidangi urusan ketatausahaan pada
setiap SKPD.

(3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud
pads ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan
stempel.

(4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana
dimaksud pads ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD.

Bagian kelima
Pen gamanan

Pasal 49

(1) U ntuk pengamanan stempel naskah dinas di l ingkungan pemerintah

(2) Ketentuan l ebih l anju t m engenai s tandarisasi k ode pengamarum
stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh

daerah, menggunakan kode.

walikota.



BAB VII
KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 50

Jenis kop nasksh dinas di lingkungsn pemerintah daerah terdiri atas:
a. kop naskah dinas jabatan; dan
b. kop nasksh dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua
Bentuk dan Isi

Pasal 51

(I ) K op naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

a. Iambang negara berwarna kuning emas dan ditempatksn dibagian
tengah atas untuk naskah dinas deism bentuk dan susunan
produk hukum;

b. Iambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian
tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web
site, e-mail dan kode pos ditempatksn dibagian tengah bawah
untuk naskah dines dalam bentuk dan susunan surat.

huruf a, untuk, walikota/wakil walikota menggunakan:

(2) Kop naskah d inas perangkat daerah memuat sebutsn Pemerintah
Kota Mataram, nama satuan kerja perangkat daersh, alamat, nomor
telepon, nomor fsksimile, webite, e-mail dan kode pos.

(3) Kop n asksh d inas kecamatan m emuat s ebutan pemerintah k o t a
matarsm, nama kecamatsn, alamat, nomor telepon, nomor faksimile,
webite, e-mail dan kode pos, lambang daersh .

(4) Kop n askah d inas kelurahan m emuat s ebutan pemerintsh ko t a
matsram, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor
faksimile, webite, e-mail dsn kode pos.

(5) Kop naskah dinas UPT memuat sebutan Pemerintah Kota Mataram,
nama SKPD, n ama U PT, a lamat , n omor t e lepon, n omor f aksimile,
webite, e-mail dan kode pos.

Paragraf Ketiga
Penggunaan

Pasal 52

(1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud deism Passl 51 ayat ( I ) ,
digunakan un tuk naskah dinas yang ditandatangani oleh walikota dan

(2) Kop nasksh dinas sebagairmum dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2),
digunakan u n tuk n askah d inas yang d i tandatsngani oleh kepala
SKPD kota matarsm, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3),
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang
bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

wakil wal ikota.
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(4) Kop naskah dines sebagaimana dimaksud deism Pasal 51 ayat (4),
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh l u rah yang
bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

(5) Kop nasksh dinas sebagaimana dimaksud deism Pasal 51 ayat (5),
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala UPT
yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 53

Kop nasksh dinas sebagaimana dimaksud deism Pasal 52 ayat (2) dsn ayat
(3) digunakan un tuk naskah d inas yang ditandatangani oleh staf ahl i
walikota.

BAB VIII
SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 54

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri ates:
a. sampul nasksh dines jabatan; dan
b. sampul naskah dinas persngkat daerah.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 55

Sampul nasksh dines jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah
sebagainuma dimaksud deism Pasal 54 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 56

(1) Uk uran ssmpul naskah d inas jabatan dan sampul naskah d ines
perangkat daerah sebagaimana dimaksud deism Passl 54 meliputi:
a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18

cm; dan
d. s ampul seperempat folio dengan uku rsn panjang 28 cm dan lebar

(2) J enis kertas sampul naskah dines sebagaimana dimaksud peda ayat

a. putih untuk sampul nasksh dines jabatan sebagaimana dimaksud
Pasal 54 huruf a; dan

b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 54 huruf b.

14 cm.

( I) menggunakan kertas casing dengan warna:
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Pasal 57

(1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning
emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail,
website dan kode pos dibagian tengah atas.

(2) Sampul p erangkat daersh b erisi n ama k ota, nama SKPD yang
bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan
kode pos dibagian tengsh atas.

(3) Sampul UPT berisi nama pemerintah kota, nama SKPD dan UPT yang
bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e -mail, website
dan kode pos dibagian tengah atas.

BAB IX
PAPAN NAMA

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 58

a. papan nama kantor walikota; dan
b. papan nama perangkat daerah.

Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran, Isi

Pasal 59

Papan n am a d i l i ngkungsn p emerintah d aerah sebagaimana d imaksud
dalam Pasal 58 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 60

Ukuran p apan n ame d i l i ngkunmm pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud deism Pasal 59 disesuaikan dengan besar bangunan.

Pasal 61

(1) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 h u ru f a b erisi t u l isan kantor walikota Mataram,
alamat, nomor telepon dan kode pos.

(2) Papsn nama di lingkungan pemerintah daersh sebagaimana dimaksud
deism Pasal 58 huruf b berisi t u l isan kota dan nama SKPD yang
bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.

(3) J e n is bahan dassr , warna, besar h u ru f pa pan n ama k antor k antor
walikota, perangkat daerah so~ a dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur oleh walikota.
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Bagian Ketiga
Penempatan

Pasal 62

Papan nama kantor, perangkat daerah di tempatkan pads tempat yang
strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 63

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu
komplek, dibuat deism satu papan nama yang bertuliskan semua nama
SKPD.

BAB X
PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN

Pasal 64

(I) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud
deism bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dines
yang sejenis,

(2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan
atau pejabat diatasnya.

BAB XI
PELAPO RAN

Pasal 65

Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan naskah dines dilingkungan instansi
masing-masing kepadda Walikota.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n., u.b., u.p., Plt., Plh.
dan Pj., paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul
naskah dines dan papan nama sebagaimana dimaksud deism bab III, bab
IV, bab V , bab VI , bab VII , bab VIII, dan bab IX adalah sebagaimana
tercantum deism lampiran yang merupakan bagisn tidak terpisshkan dari
Peraturan Walikota in i .



Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini , rnaka Peraturan Walikota
Mataram Nomor 6 / P ERT/2006 t en tang Pedoman Tata N askah D i n as
dilingkungan Pemerintah Kota Mataram, d icabut dan d i nyatakan t i dak
bexlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar s e t iap ora n g men getahuinya, m e m er intahkan p e n gundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Mataraxn.

Ditetapkan di Mataram
pada tan~ 9 ~ ~0'I>

PwALIKOTA

AHDUH<

D iundan an d i M a t a r a m
pada al 9 ZULZ 201$

8 A RIS 0 R AH KG TA MA T ~ M

H. MA K MUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NGMGR :

Salinan sesuai d.engan aslinya

K EPALA BAGIAN HUKUM ,

MANSUR SH . MH
NIP. 197012312002121035
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LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR
TANGG AL : TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

MATARAM

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt,
Plh DAN Pj, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI

STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL
NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR .. TAHUN ....

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM

Menimbang : a. bahwa .........;
b. bahwa .........;
c. dan seterusnya;

Mengingat : I . .. . . .;
2 " " ;
3. dsn seterusnya;

Dengan persetuluan bersama
DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN
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Menetapk an : PE RATURAN DAERAH TENTANG......

BAB I

KETENTUAN UMUM

Passl I

B AB I I

(dan seterusnya)

Peraturan Daersh in i mulai berlaku pada tanggsl diundangkan .

Agar s e t iap o r an g m e ngetahuinya , memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Mataram

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal ...................
WALIKOTA MATARAM

Diundangkan di Mataram
pada tanggal ..............
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

NAMA
LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN ..... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA

NIP

NOREG PE RATURAN D AE RAH KO T A M ATARAM , PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT: (NOMOR URUT PERDA /TAHUN)
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WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR...... . TAHUN......., ..

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM

Menimbang : a. babwa .........;
b. babwa .........;
c. dan seterusnya;

Mengingat : I . .. . ..;
2 " - . ;
3. dan seterusnya;

M EMUTUSKAN :

Menetapksn: PERATURAN WALIKOTA TENTANG,....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Passl I

Deism Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

BAB II

Bagian Pertama

Paragrat 1
Pasal...

Pasal....

BAB....
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperluksn )
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BAB....
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ....

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar s etiap or ang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengsn penempatannya deism Barite Daerah Kota
Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pads tanggal ..................
WALIKOTA MATARAM

(NAMA tanpa gelas dan pangkat)

Diundangkan di Mataram
pads tanggal ..............
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

NAMA

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN ........ NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA

NIP
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PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BERSAMA W ALIKOTA MATARAM
DAN BUPATI/WALIKOTA .............

NOMOR .......... TAHUN ....
NOMOR .......... TAHUN ....

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM DAN
BUPATI/WALIKOTA...........................

Menimbang : a. bahwa .........;
b, bahwa .........;
c. dan seterusnya;

Mengingat : I . . . ...;
2. " " ;
3. dan seterusnya;

M EMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTA MATARAM
D AN BUPATI/WALIKOTA.......... TENTANG.......

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Deism Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

BAB II

Bagian Pertama

Paragraf I
Pasal...

BAB ...
Pasal....



BAB....
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB....

Pasal ....
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundsngkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Mataram d a n Bar ite Daerah K a bupaten/Kota.... ( Name
Kabupaten Kota)

Ditetapkan di . . .
pada tanggal ....

BUPATI/WALIKOTA...... WALIKOTA MATARAM

NAMA (tanpa gelar dan pangkat ) N A MA (tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di ....
pada tan ggaL...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN/KOTA.........

Diundangkan di Mataram
pads tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA
MATARAM

NAMA

BERITA DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN.... NOMOR.....
BERITA DAERAH KOTA MATARAM
TAHUN.... NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA

NIP
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PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR...... . TA HUN..........

TENTANG

Mengingat

Menimbang

WALIKOTA MATARAM

a. bahwa .........;
b, bahwa .........;
c. dan seterusnya;
l. . . . . .;

3. dsn seterusnya;
I . . . ...;

3. dan seterusnya;

Memperhatikan

M EMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU
KEDVA
KETIGA
KEEM PAT
KELIMA Keputusan Walikota ini mulai berlaku pads

tanggal ditetapkan

Ditetapksn di Matsram
pada tanggal ...................
WALIKOTA MATARAM

(NAMA tanpa gelas dan pangkatj

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA

NIP
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PEMERINTAH KOTA MATARAM

PERANGKAT DAERAH
Jalan ..... .. .... Nomor. ... Mataram, Provinsi Nus Tenggara Beret

Telapon. ...... Fax........ . Email: .............. http i/www.mataramkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR...... . TAH U N.....

TENTANG

Mengingat

Menimbang

WALIKOTA MATARAM

a. bahwa .........;
b. bahwa .........',
c. dan seterusnya;
I ......;
2. "" ;
3. dan seterusnya;
l. . . . ..;
2. "" .;
3. dan seterusnya;

Memperhatikan

M EMUTUSKAN :

Me netapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan

Pdtetapkan di ...................
pads tanggal .
a.n. WALIKOTA MATARAM
(KEPALA SKPD)



- 37 ­

WALIKOTA MATARAM

INSTRUKSI WALIKOTA MATARAM

NOMOR ...

TENTANG

WALIKOTA MATARAM

Dalam rangka .

dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1.
2.
3.
4.

Untuk

KESATU

KEDUA

KETIGA : d an seterusnya;

Instruksi ini mulai berlaku peda tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

WALIKOTA MATARAM

satan Pejanggik 16 Mataram, Provinai Nuaa Tenggara Beret
Teip. (000) XXXXXXX (e-mail)... . . . . , httpftwww.mataramkota go id
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WALIKOTA MATARAM

~ IA Bl, Th (s
Tgl, Bl, Thn (H)

Kepada

Ytit......

SURAT EDARAN

NOMOR.....

TENTANG

WALIKOTA MATARAM

NAMA

Jatan Peianggik 16 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Beret
Telp. (000) XXXXXXX (e-mail)........., httpr/www.mataramkota.go id
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WALIKOTA MATARAM

Tgl, Bl, Thn (M)
Tgl, Bl, Thn (H)

Kepada

Yth.....

dl

Nomor : . . ........I.....I. . I......I
St(at
Lampiran
Hal

WAL)KOTA MATARAM

NAMA

Jalan Pejanggik 16 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Telo. (000) XXXXXXX (e-mail)........, http/Iwww.mataramkota.go.id



- 40 ­

WALIKOTA MATARAM

SURAT KETERANGAN

NOMOR .....

Yang bertandatsngan dibawah ini

a. Name

b. Jabatan : WALIKOTA MATARAM

denganini menerangkan bahws

a. Name/NIP
b. Pangkat/Golongan
c. Jsbatan

Maksud

................./NIP........
/

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlun)/a.

Mataram, Tanggsl, Bulan dan Tahun

WALIKOTA MATARAM

Jalan Peianggik 1 6 Mataram, Prownsi Nusa Tenggara Beret
Tel p. (000) XXXXXXX (e-mail)........., http//www mataramkota.go. id



WALIKOTA MATARAM

SURAT PERINTAH

NOMOR.

Name (yang memberikan perintah): .
Jabatan

MEMERINTAHKAN:

Kepada

a. Name
b. Jabatan

Untuk

Ditetapkan di ...
peda tanggal .

WALIKOTA MATARAM

Jalan Psjanggik 16 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Beret
Telp. (000) XXXXXXX (e-mail)........., httpltwww mataramkota.go id



WALIKOTA MATARAM

SURATIZIN

NOMOR...

TENTANG

Dasar : a.

MEMBER( IZIN:

Kepada

Nama:
Jabatan
Afamat
Untuk:

Ditatapkan di .....
peda tanggal .....

WALIKOTA MATARAM

NAMA

Jalan Pe/enggik 16 Materam, Provinsi Nusa Tenggara Beret
Telp (000) XXXXXXX (e-mail).........., http//www.mataramkota.go id



- 43­

WALIKOTA MATARAM

SURAT PERJANJIAN

NOMOR ........../........../...... . ./........

TENTANG

Pads hari .............., Tanggal ................., Bulan .................. dan Tshun
bertempat di ...................., kami yang bertands tangan dibawah ini:

.... PIHAK KE

..... PIHAK KE

Pasal .....
............... (isi perjanjian)

Pasal .....

Penutup

Surat perjanjian ini ditandatangsni oleh kedua belah pihak, pads hari dan
tanggal tersebut distas.

P IHAK KE II PIHAK KE I

WALIKOTAMATARAM

METERAID
NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Saksi-saksi:
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. ...................
3 . dst...............

NAMA JELAS

(tandatangan)
(tandstangan)

Jslsn Psjanggik 16 Mstarsm, Provinsi Nusa Tenggars Bsrst
Tel p. (000) XXXXXXX (s-mail).........., httpl/www. matsramkota.go. id



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

DAN
PEMERINTAH KOTA MATARAM REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH ...............................

Pemerintah Kola Mataram Republik Indonesia, dan Pemerintah
Republik ................, yang deism hal ini disebut sebagai "Para Pihak".

Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara
masyarakat kedua belah pihak:

Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan
Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kata Mataram Republik

Indonesia, dan Pemerintah ..........................Republik................., deism upaya untuk
meningkatkan kerjasama, yang ditandangani di............., tgl.....bin.... tahun.

Sesuai dengan hokum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pads
Daerah musing-masing

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

ARTIKEL 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para pihak akan membentuk sebuah kegasama Kota ................ untuk meningkatkan dan
memperluas keqasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua
kota, deism bates kemampusn keuangan dan teknis yang dimiliki, pads bidang-bidang
sebagai berikut:

1.
2.

ARTIKEL 2
PEMBIAYAAN

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada
ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang
disepakati oleh Para Pihak.

ARTIKEL 3
PENGATURAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakstan ini, Para Pihak dapat membuat
pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup islam keseluruhan dari
Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam Artikel
1.

AR1'IKEL 4
KELOMPOK KERJA

1.
2.

ARTIKEL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Setiap perselisihan yang timbul deism penafsirsn stau pelaksanaan Nota kesepskstan
ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi enters Para Pihak.

ARTIKEL 6
PERUBAHAN

Nota kesepskatan ini dapat diubah stsu diperbaiki. Masing-musing pihak dapat
meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang
disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nots Kesepakatan
ini. Perbaiksn atau perubahan tersebut diberlakukan pads tanggal yang telah
ditentukan oleh Pars Pihak.

ARTIKEL 7
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

1.
2.
tk

DENGAN DISAKSIKAN OLEH, pihak-pihak bswah ini, sebagaimana telah disahkan
oleh Pemerintah Daerah masing-musing, telah menandstsngsni Nota Kesepakatan ini.

GUBERNUR/WALIKOTA..... WALIKOTA MATARAM
REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK.......

NAMA NAMA



Nomor telepon ..

FORMULIR BERITA

Regislrasi No: ...

PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT

DARI

UNTUK

TEMBUSAN

KLASIFIKASI : SEGERA

Nomor

BBB TTK ....... KMA .......

CCC TTK DAN SETERUSNYANYA TTK HBS

Tanggal waktu pembuatan ...

Waktu
No.Kode Terima Kirim

Lulu
Lintas

Paraf
Operator

Pengirim
Name
Jabatan
Tends tangan
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CONTOH
FORMAT MAP

KOTA MATARAM
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4'
WALIKOTA MATARAM

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR ...

Daaar

MEMERINTAHKAN:

1. Name
Pangkst/gol

Kepada

NIP
Jabatan

2. Name
Pangkat/gol

Jabatan
NIP

Un(uk 1.
2.
3. .

Ditetapkan di Matarsm
pads tanggal ..

WALIKOTA MATARAM

NAMA

Jalan Pejangglk te k ta ta ram, P rovtnst h /usa Tenggara B er e t
Telp ( 0 0 0 ) XXXXXXX ( e -ma i l ) . . . . . . . . , h t t p / /www.mata ramkota .go . id



KOTA swwlAM
PEMERINTAH KOTA MATARAM

PERANGKAT DAERAH
Jalsn............. Nomor ...... Matsrsm, Provinsi Nus Tenggsrs Burst

Telspon ......... Fax...... . ..Email: .. ........ http:I/www.mataramkots.go.id

Lumbar ke
Kode No
Nomor

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
ISPPDI

1. Pejabat yang memberi perintah

2. Name Pegawai yang diperintah

3. a. Pangkat dan Golonganmenurut PP No. 6
Tahun 1997

b. Jabatsn
c. Tingkat menurut peraturan

perjalanan

4. Maksud Perjalanan Dines

5. Alst angkut yang dipergunakan

6. a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuan

7. a. Lamanya Perjalanan Dines
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal harus kembali

8. Pengikut

9. Pembebanan Anggaran

b. Mats Anggaran

10. Keterangan lain-lain

a. Instansi

Dikeluarkan di : Mstaram
peda tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT
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SPPD No. Berangkat dari
(tempst kedudukan)
Padatanggsl
Ke

Selaku pelsksana Teknia kegistan

II. Tiba di
Pads tsnggal: .
Kepala

Berangkat dari: ..
Ke
Padatanggal
Kepala

III. Tibs di
Pads tsnggal
Ke pals

Berangkat dari
Ke
Padatanggal
Kepals

IV Tiba di
Pads tsnggal
Kepala

Berangkat dari: ..
Ke
Psdatanggal
Ke pals

V. Tiba kembsli di:
Padatanggal
Telsh diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diataa benar
dilakukan ates perintahnya dan aemata-mats untuk kepentingan jabatan deism waktu
yang aeeingkat-eingkatnya.

SEKRETARIS DAERAH

NAMA PEJABAT

Vl. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitksn SPPD, pegawai yang melakuksn perjalanan
dines, para pejabat yang mengeaahkan tsnggal berangkatitlba aerta Bendaharawsn
bertanggung jawsb benlsesrksn persturan-persturan Keuangan Negara apabila
Nagara mendapat rugi akibat keaalshsn, kealpaannya.
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PJBP k

)INALIKOTA MATARAM

SURAT KUASA
Nomor ..............

Yang bertandatsngan dibswah ini

a. Name
b. Jsbatsn

MEMBERI KUASA

Ke pads

a. Name
b. Jabatan
c. NIP.

Untuk

Demikian Surat Kuass ini dibuat untuk dspst dipergunakan Bebagaimana mestinya.

T I,BI,Thn M
Tgl, Bl, Thn(H)

Yang diberi kuasa
NAMA JABATAN

Yang memberi kuaaa
WALIKOTA MATARAM

MAMA
PANG KAT

NIP

N A M A

Js lan Pejanggik 16 Mata rsm, P r ov ins i Nues Tenggara Beret
Telp . ( 000) XX XXXXX (e -m ai l ) . . . . . . . . . . , h t t p / /www. mets r amkote .go . id
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WALIKOTA MATARAM

~ I, rr
Tgl, Bl, Thn(H)

Kepada

Yth.....Nomor : .. . .......I.....I.....I......I
Sifat
Lampiran
Hal : tjndangan

di

Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
Acara

WALIKOTA MATARAM

MAMA

Catatan

1.
2.

Jatos Ps j a nggi k t e M a ta ram, Prov ins i Nasa Ts nggara Barat
Tsl p ( OOO) XXXXXXX ( a -mai l ) . . . . . . . , h t t p / /www.mata ramkota .go. td
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WALIKOTA MATARAM

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR ...

Yang bertanda tangan dibawah ini

Name
NIP
Pangkat/Golongan
Jabeten

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnys bahwa

Name
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Yang diangkst berdassrkan Peratursn . ..................................Nomor
terhitung .. ...............................................telah nyata menjslankan tugas aebsgai
....................................di

Demikian Burst keterangan melaksanskan tugss i n i says bust dengan
sesungguhnya dengan mengingat aumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila
dikemudian hsri isi surat pemyataan ini temyata tidak benar yang berakibst kerugian
hagi nagara, make says bersedia menanggung kerugian tersebut.

Mstaram, Tsnggal Su(an dan Tahun

WALIKOTA MATARAM

NAMA

Ja/an Pe/anggik 16 ktatsram, Prov/nsi Nasa Tenggsrs Beret
Tslp . ( 0 00) XX XXXXX ( s - m a t t ) . . . .. . . , nt tp//www.mataramkota go . i d
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WALIKOTA MATARAM

Tgl, Bl, Thn(M)
Tgl, Bl, Thn(H)

Kepads

Yth....Nomor : . . ........i...../....l......i
Sifst
Lampiran
Hal : Pa nggilan

di

Dengan ini di minta kedatangan Ss udara di Ka ntor
............., peda:

Hari
Tanggal
Pukul
Tem pat

Menghadap
kepada
Alamat
Untuk

Demikian untuk dilakaanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

WALIKOTA MATARAM

NAMA

Jatan Pejanggi k 16 tuate ram, Prov inet Noae Tenggara Beret
T elp ( 0 0 0) XXXXXXX ( e -mai l ) . . . . . . . .. , h t tp/ /www.mataramkota .go . id
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PEMERINTAH KOTA MATARAM

PERANGKAT DAERAH
Jalan .. .......... Nomor ..... Mataram, Provmsi Nus Tenggara Beret

Telepon ......... Fax...........Email: . . . ....... httrx//www.mataramkota.go.id

NOTA - DINAS

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Stfat
Lampiran
Hal

KEPALA SKPD,

MAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.



KsrxsxrNw! PEMERINTAH KOTA MATARAM

PERANGKAT DAERAH
Jalan ........... Nomor ...... Mataram, Provlnsi Nus Tenggara Beret

Telepon ........ Fax.. .........Email: ... ....... http: //www.mataramkota good

~ g, Bl, (x
Tgl, Bl, Thn(H)

Kepada

Yth.Nomor : . . ......../...../...../....../

dl

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Tentang

Catatan

Lampiran

Untuk Mohon peraetujuan dan tanda tangan ates: ...

DISPOSISI PIMPINAN KEPALA SKPD,

Tindak lanjut stat NAMA PEJABAT
Pang kat
NIP

Catatan . Caret yang tidak perlu.
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PEMERlhITAH KOTA MATARAM

PERANGKAT DAERAH
Jalan ............. Nomor ...... Matsrsm, Provinsi Nus Tenggars Bsrat

Tslspon ........... Fax .......... Emau... . . .. .. http //www mstaramkota.go.id

L E M B A R D I S P O S I S I

Diterima Tgl:
No. Agenda:
Sifat SRUTI R PO K S

Amat Segera D Segera D Panting

Surat dari

No. Surat
Tgl. Surat

Perihel

Diteruskan kepada Sdru Dengan hormat harap:

0 Tanggapan dan Saran
0 Proses lebih lanjut
Q Koordinasi/konfirmssikan
0 ..................... ...........

Catatan

Name Jabatan

[parsf dan tsnggsl I

Name Pejabat
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NOTA wiraull PEMERINTAH KOTA MATARAM

PERANGKAT DAERAH
Jalan .............. Nomor ...... Matarsm, Provinsi Nus Tsnggsra Beret

Telepon ........... Fax ...... ... Email.
. . . . ... http: //www.mataramkota.go.id

TELAAHAN STAF

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Lampiran
Hal

l. Pe rsoalan.

Praanggapan

ill. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

IV. A nalisis

V. K esimpulan

Vl. S aran

NAMA JABATAN

MAMA PEJABAT
Pangkat
NIP
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WALIKOTA MATARAM

PENGUMUMAN

NOMOR:.

TENTANG

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal.................

WALIKOTA MATARAM

NAMA

Ja lan Pejanggik 16 taataram, Provrnsi Nasa Tenggara Beret
Telp. (000) XXXXXXX (e -mail) . . . . . . , http//www.materamkota.go.id
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KOTA IIArwuw

PEMERINTAH KOTA MATARAM

PERANGKAT DAERAH
/alan .............. Nomor ..... Mstsrsm, Prov/nsi Nus Tenggars Beret

Telepon .......... Fax .......... Emsd... . , . .., http //www matsrsmkots.go.id

LAPORAN
TENTANG

Pendahuluan.

A. Umum/later belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan yang dilaksanskan,

III. Hasil yang dicapai,

IV. Ke simpulan dan Saran

V. Penutup.

Dibuat di......
padatanggal

Name Jabstan

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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WALI KOTA MATARAM

REKOMENDASI ....

NOMOR...

Mataram, Tanggal Bulan dan Tahun

WALIKOTA MATARAM

Jatos P s j anggik 10 t t a t a ram, Prov ins i Nuns T s nggara Ba rat
Telp. (000) XXXXXXX ( e -mai l ) .

. . . . . . , h t t p / rwww.msta ramkots .go . id
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KOTA sxrxww PEMERINTAH KOTA MATARAM

PERANGKAT DAERAH
Jalan .............. Nomor . ... Matarsm, Provinst Nus Tenggars Beret

Telepon ..... .. Fax......... .Email: ...... ..... http irwww.mataramkota.go.id

Tgl, Bl, Thn(M)
Tgl, Bl, Thn(H)

Kepada

Yth.

rg

SURAT PENGANTAR
NOMOR

No. Jenis yang dikirim Banyaknya Keterangan

Pengirim
Name JabatanDiterima tanggal .....

Penerima
Name Jabatan,

Name Pe)abet
Pangkat
NIP

Pangkat
NIP



63­

WALIKOTA MATARAM

BERITA ACARA

NOMOR:...

Peda hari ini tanggal ... kami
masing-masing:

t
. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........yang
selanjutnya disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan,
Jabatan dan alamat)

yang
selanjutnya disebut Pihak Kedua

Barite Acara ini dibuat dengan sesungguhnya deism rangkap..... untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di ...

Pihak PertamaPihak Kedua
WALIKOTA MATARAM

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

NAMA

Mengetahui/Mengesahkan

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

)a lan Ps j a nggik 16 Mata ram, Pr ov ins i Nasa Tanggara Sa rat
Talp . ( 000) XXXXXXX (a -ma i l ) . . . . . . . . . , ht tp l i www.mata ramkota .go . id
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PEMERINTAH KOTA MATARAM

PERANGKAT DAERAH
Jl.. . ...... Telp...... ., Fax...... Email .. . Webeite

NOTULEN

Sidang/Rapat
Hari/Tanggal
Waktu Panggilan
Waktu sidang/rapat
Acara : 1.

2. dan seterusnya
3. Penutup.

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua
Sekretaris
Pen catat

: 1.
2. dan seterusnya.

Peserta sidang/rapat

Kegiatan Sidang/Rapat: 1.
2. dan seterusnya.

1. Kata Pembukaan
2. Pembahasan
3. Peraturan

PIMPINAN SIDANG/RAPAT
NAMAJABATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.



WALIKOTA MATARAM

M E M O

Dari

Kapada

I S I

Ma(siam, Tsnggal, Bulsn dan Tahun

WALIKOTA MATARAM

NAMA

Ja lan Paja nggik 16 tstataram, Pr ov insi N usa T anggara B a ra t
Tel p ( 0 00 ) XXXXXXX ( a -ma i l ) . . . . . . , ht t p i /www.mata ramkota go . i a
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PEMERINTAH KOTA MATARAM

PERANGKAT DAERAH
Jalan . .......... Nomor ..... Mataram, Provinsi Nus Tenggara Beret

Telepon ... . Fa x.. . .....Email: .. ........ htttx/lwww.mataramkota.go.id

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari
Tanggal
Waktu
Tempat
Acara:

NO. MAMA JABATANI
PANGKAT

TANDA
TANGAN KET

1.
2.
3.

dat.

Mataram, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

MAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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PEMERINTAH KOTA MATARAM

PERANGKAT DAERAH
Jalan . . .. .. .. Nomor ..... Mataram, Prownw Nus Tenggara Barat

Tslepon .... . Fax.. . . .....Email: ..... ...... htttxr/www.mataramkota.go.id

DAFTAR HADIR

BULAN
MINGGU:

NO. NAMA PANG KATI
GOL P S

TANGGAL
P P S

8 9

KET

12
P
tg

KEPALASUB
BAGIANI

SEKRETARIS

Mataram, Tanggal Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.
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WALIKOTA MATARAM

S E RT I F I KAT

Diberikan kepada:

Nama:

NIP

Instansi

Sebagai/Atas partisipasinya dalam ...
yang diselenggarakan oleh

tanggal ......... s.d .......... bertempat di
... dan

Mataram, Tanggal, Bulan dan Tahun

WALIKOTA MATARAM

NAMA JEIAS
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B. PENOMORAN SURAT
a. naskah dines sebelum disampaikan kepada yang berhak

dilakukan penomoran naskah dines.
b. penomoran naskah dinas mencakup pemberian kode klasiTtkasi

naskah d i nes, n omor u r u t a genda, i n isial o rganisasi penerbit
naskah dinas, bulan pembuatan naskah dinas dan tahun
pembuatan naskah dinas

inrsral organisasi

bulan pembuatan

~ tahun pembuatan

/ / / , /
n amor urut agenda
kode klasiikasi

c. i n i sial organisasi penerbit n askah d inas mengacu pada i n isial
b erikut :

Sekretariat Daerah

Pemerintahan
Hukum

an PDEI
Hum
PDEI

Ekon

Umum

B an 0 'sasi
B 'an Kesra
B 'an APP
Bagian Humas ur
Pmtokol

0

APP

HmsBagian Perekonomian

B 'anUmum

Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD DPIID

Dinas Daerah

Dallas Pertaman,
Perikanan dan Kelautan

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Dines Sosial , Tenaga
Ke 'a dan Transm si

Dinas Tata Kota

Dinas Koperasi,
Perindustrian dan
Perd

TK

Pert

Dines Kebersihan

Dinas Pendapatan

Dines Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika

Dines Kesehatan

Dines Pendidikan,
Pemuda dan Olahr

Kes

Hub

Pend

KebrKop



Lembaga Teknis Daerab

Baden Perencanaan
Pemban n an Daerah
Baden Kepegawaian
Daerah

inspektorat

Blslan Kcsatu8n BRngsR
dan Politik
Baden Pemberdayaan
Ma Srakat
Rurlsdr Saklt Umunl
Daerah

Lembaga Lain

Baden Penanggulangan
Bencana Daerah
Baden Pelaksana
Penyuluh Pertanisn,
Periksnan dan Kehutanan

BPM

Bpd

BKD

Inps

Kesb

BPBD

RSUD

Sekretariat Dewan
Pen r u s KOPRI

Baden Pemberdayaan
Perem uan dsn KB
Baden Lingkungsn
Hidu
Kantor Ketahanan
Pangan
Kantor Perpustakaan
dan Arsi Daerah
Satusn Pemadam
Kebakaran
Satuan Polisi Pamong
Pra 8

BLH

Perp

Korp

BPKB

BPCK

Kecamatan

Kecamatan Mataram Mtr
Kecamatan Sela arsng Sel
K ecamatan Cal m ' ara Cak ra

Keluraban

K ecamatan Sanduba 8 San d
Kecamatan Am ensn Am
Kecamatan Sekarbela Skb

Baru

Kelurahan Punia

Kelurahan Pejanggik

Kelurahan Mataram Timur

Kelurahan Pagesangan
Beret
Kelurahan es sn an
Kelurahan Pagesangan
Tnnur
Kelurahsn tsn Barat
Kelurahan P tsn

Kelurahan Pagutan Timur

Kelurahan Rembiga

Kelurahan Karen Baru

Kelurahan Monjok Timur

Kelurahan Mon'ok

Kelurahan Monjok Beret

Kelurahan Mataram Barat

Kelurahan Gomong

Kelurahan Dasan
Kelurahan Dasan Agung

Kelurahan Cakrunegara

Pgsb

Ps
Pgst

P b

Ckrb

Mnjt

Mn'

Mnjb

Mtrb

Gmg

Da

Dash

Pgtt

Rmbg

Sa an

KClur8h88 CakranCgara
Utsra
Kelurahsn Karsng
Taliwan
Kelurshan Sayang­

Kelurahan Selagalas

Kelurahan Bertais

Kelurahan Mandalika

Kelurahan Babakan
Kelurahan Turida
Kelurahan Abian Tubuh
Baru
Kelurshan Dasan
Carman
Kelurshan Bintaro
Kelurahan Ampenan
Utara
Kelurahan Da an eken
Kelurahan Ampenan
Tcn
Kelurahan Ban'ar
Kelurahan Ampenan
Selatsn
Kelurahan Taman Sari

Kelurahan Pejeruk

Kelurahan Kebun Sari

Abt

Tlwg

Sayg

Slgs

Bert

Mand

Babk

Dean

Bal t

Ampu

D k

Ampt

B'r

Amps

Tnlsr

Pjrk

KbnsBeret
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Kelurahan Cilinaya

Kelurahan Sa ta Mar a

Kelurahen Mayura

Kelurahan Cakranegara
Timur
Kelurahan Cakranegara
Selatan
Kelurahan Cain enegara
Selatan Baru

Cliny

S

Ckrta

Ckrsb

Kelurehan Pejarakan
K
KelurahanKekalik Ja
Kelurahan Tanjung
Karen Perm ai
Kelurahan Tanjung

Kelurahan Karang Pule

Kelurahen Jempong
Baru

Kek'

Jemp

C. PENEM PATAN a.n., u.p.u.b.,Pit., Plh. DAN Pj.

1. Penggunaan "a.n.":

a.n. WALIKOTA MATARAM
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
Pangkat

NIP.

a.n. CAMAT MATARAM
SEKRETARIS CAMAT,

a.n. LURAH PAGESANGAN
SEKRETARIS LURAH,

NAMA
Pangkat

NIP.

MAMA
Pangkat

NIP.

2. Penggunaan u.p.
Surat dines dildrim langsung kepada pejabat yang dituju. Jika
surat tersebut d itujukan kepada pejabat yang bukan kepala
instansi, u n tu k mempercepat p enyampaian s u ra t k epada
pejabat yang dituju t ersebut, surat t etap d i tujukan kepada
kepala instansi dengan mencantumkan u n tu k p erhatian (u .p.)
pejabat yang bersangkutan.
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3. Penggunaan " u.b.":

a.n. WALIKOTA MATARAM a.n. SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIS DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ub ub
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KEPALA BAGIAN UMUM

NAMA
Pangkat

NIP.

NAMA
Pangkat

NIP.

4. Penggunaan Plt":

Plt WALIKOTA MATARAM
WAKIL WALIKOTA MATARAM

NAMA

5. P enggunaan "Plh."

Plh. WALIKOTA MATARAM
WAKIL WALIKOTA MATARAM

6. Penggunaan "Pj." :

Pj. WALIKOTA MATARAM

NAMA
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D. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis.

naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Walikota, WaM
Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala
Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Direktur Rumah Sakit
Umum ha rus d iparaf terlebih dahulu oleh maksimal t iga
orang pejabat secara berjenjang un tuk bertanggung jawab
terhadap substansi, redaksi dan p enulisan naskah d inas
tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fu ngsinya,
penempatan paraf t ersebut pada l embar t erakhir naskah
dinas sesuai arab jarum jam dimulai dari sebelah kir i nama
pejabat yang akan menandatangani.

naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan
menandatangani n a skah d i nas t ersebut t i dak m emerlukan
paraf.

paraf un tuk surat perintah perjalanan d inas, dibubuhkan
pada lembar pertama.

untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari
satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf
pejabat pengolah pada sudut kansn bawah setiap hslaman.

naskah dinas dalam bentuk dan susunan pr oduk
hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembamya di
paraf pads pojok kiri kertas bagian bawah.

naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat y ang
mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah
kanan atas ditulis lampiran:surat, nomor dan tanggal serta
pada bagisn akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang.

2. Pembubuhan paraf koordinasi.

naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum
yang materinya m enyangkut kepentingan unit lain sebelum
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf
terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan
bagian hukum pada setiap lembar naskah.

naskah dinas d alam bentuk dan susunan surat yang
materinya me nyangkut k epentingan u n i t l a in sebelum
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf
terlebih dahulu oleh uni t pengolah, uni t lain yang terkait pada
lembar terakhir naskah.

paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk persegi empat .
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Contoh paraf hiersrkhis deism bentuk scarab jarum jam:

(2) WALIKOTA MATARAM (2)

(1) NAMA

C ontoh paraf koordinasi :
a) di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

Paraf Koordinasi Paraf Koordinasi
Baden...
Dinas...
Kantor...
dst

Ba 'an . ..
dst.

3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani
naskah dinas.

a. penulisan nama Walikota dan nama Wakil Wakil Walikota
pads naskah dinas deism bentuk produk hukum tidak
menggunakan gelar;

b . penul isan n am a W a l ikota da n n a m a W aki l W a l ikota p ada
naskah dinas deism bentuk surat dapat menggunakan gelar;

c . nama p ejabat y ang m enduduki j abatan s t ruktural d an
fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan lambang.

* I ~ a ~ ~ 2 ,7cm 3,8cm 4 cmnegarsl aaerab
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Yang tidak menggunakan lambang

I cm 2,7cm 3,8cm 4c m

1. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD.

a. contoh stempel jabatan .

b. stempel sekretariat daerah dan sekretariat dewan.

+l l4 TA y444 14 TA S

44
4 'Fa 'F

+ $Fgog 4t Tr SETWAN 44

+ +

+4 14 TA 44
+e +o

44 BAPPEDA +

44
4 'F

c. stempel satuan kerja perangkat daerah.

S444 TA 44
+o

44
4

KESEHATAN

4'4 4'

D1NAS

+ +
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d. stempel kecamatan, kelurahan

SNMTNy +
sr

s.
KECAMATAM

AMPEMAM
KELURAMAN~o
TAMAN SARI

T+
+STAN A~

e. stempel unit pelaksana teknis daerah.

seas os s IsE ss4,
~p Wpo

0O
UPTD

TNNLNNAL INo UN PUSKSSINAS
INATARAINNIANDAIJNA

N MAT I S
+ r

N MAT l S

f . Stempel satuan kerja persngkat daerah un tuk keperluan tertentu .

05 cm 1, 2 cm l ,7 cm 1,8 cm

Contoh stempel untuk KTP

++M~~j T

E. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

1. Perbandingan hu ru f pads kop naskah d inas antara tu l isan nama
pemerintah daerah da n n ama satuan kerja perangkat daerah
adalah 3 : 4

a. tulisan name pemerintah daersh dengan huruf arial 14.



82

b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf ariel
18.

2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti peda contoh berikut

Contoh 1: Kop naskah dinas I/I/alikota Mataram.

WALIKOTA MATARAM

Jalsn. Pejsnggik Nomor 16 Mataram, Provinsi Nusa Tenggars Beret
Telspon (0370) 621769 Emag u. ..........http:/norw.mataramkota.goad

Contoh 2 : Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daersh

w r PEMERINTAH KOTA MATARAM

SEKRETARIAT DPRD
Jalan .. .. Nomor ..... Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Beret

Telepon ..... . Fax.. ...... Email:...... Website ........

Contoh 3 : Kop naskah Dinas, Sekretsriat Daerah

al PEMERINTAH KOTA MATARAM

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan ..... Nomor ..... Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Beret

Telepon ............... Fax.......... Email j . . Nttp://www.mataramkota.go td
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Contoh 4 : Kop naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah

PEMERINTAH KOTA MATARAM

KANTOR KETAHANAN PANGAN
Jalan ....... Nomor ..... Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Beret

Telepon ..... ...... Fax......... Email: ... http.l/www.mataramkota.go.id

PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS PERHUBUNGAN
Jalan .... Nomor .... Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Beret

Telepon .... ...... Fax..... .. Email ..... http:ltwww.mataramkota.go.id

Contoh 5: Kop naskah dinas kecamatan dan kelurahan.

PEMERINTAH KOTA MATARAM

KECAMATAN SEKARBELA
Jalan ....... Nomor ...... Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Beret

Telepon ............ Fax.. .... Email ..... httpl/www.mataramkota.go.id

PEMERINTAH KOTA MATARAM

KECAMATAN SEKARBELA
KELURAHAN KARANG PULE

Jalan .... . Nomor . . . . Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Beret
Telepon. . . . . .. ... Fax ........ Email : . ... http ltwww mataramkota.go id

F. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

UKURAN HURUF.

Perbandingan hu ruf pads sampul naskah dinas antara tu l isan nama
pemerintah daerah dan tulisan name satusn kerja perangkat daerah
adalah 3 : 4

1. t u l i san nama pemerintsh daerah dengan huruf ariel 14.
2. tu l isan nsma satuan kerja persngkat daerah dengan huruf ariel

18.



Contoh 1 : Kop sampul naskah dinas waltkota.

WALIKOTA MATARAM
Ja/an .............. Nomor . . . Mataram, Provinsi Nus Tenggara Beret

Telepon ........... Fax...........Email: ............ hgp J/www.mataramkofa.go.id

Kepada

Yth SdrNomor ... ../.. ..I . I .

Kode Pos

Contoh 2 : Kop sempni naskah dines sekretsriat dserah dsn sekretsriat DP//D

PEMERINTAH KOTA MATARAM

SEKRETARIAT DAERAH
Jslan. .... . ... Nomor ...... Mataram, P o l i Nus Tenggara Beret

Telepon ......... Fax......... .Email: . . . ....... http//www.mafaramkota.go.td
w m

Kepada

Yth. Sdr. . . .
Nomor : . . ...I.....I.../......

di

Kode Pos

PEMERINTAH KOTA MATARAM

SEKRETARIAT DPRD
Jalan ..... ..... Nomor .... Mataram, Provinsi Nus Tenggara Beret

T I p n . . ... Fm .... . . . .Email ........ . .. http//www.mataromkota go.td

Kepada

Yth. Sdr. . . .Nomor : . . ...I.....I...I......

di

Kode Pos



Contoh 3 : K o p sampul naskah d inas satuan kerja perangkat
dec rah.

PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jatsn ............... Nomor ..... Mataram, Provinsi Nus Tsnggara Beret

Telepon... . ... Fax...... ....Email: . . . . . .. . tatpilwvnv.malaramkotago.id

Kepsds

Yth. Sdr....Nomor : . . .../...../...I......

dl

Kode Pos

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jaian............. Nomor ...... Mataram, Provlnsi Nus Tenggara Beret

Teiepon .... .. .. Fax...........Email: ............ hits Jiwww mataramkota.go.id

Kepeda

Yth. Sdr....Nomor : .. . ..I.....I...I......

Kode Pos

PEMERINTAH KOTA MATARAM

KANTOR KETAHANAN PANGANI
Jalan... . . . ..... Nomor ...... Mataram, Prownsi Nus Tenggara Barer

Teiepon ......... Fax...........Email: ....... . ... Mtp Jiwww mataramkola.go.id

Kepsde

Yth. Sdr....Nomor : . . ..J...../...I......

dl

Kode Pos



Contoh 4 : Kop samptJLl naskah dinas kecamatan, kelvrahan

P EMERINTAH KOTA MATARAMKQTA NATAltAK

KECAMATAN AMPENAN
Jalan ............... Nomor ...... Mataram, iProiinsi Nus Tenggara Beret

Telepon ......, .... Fax...,...,... Email: .............. http J~.mataramkota.go Jd

K8PBda

Yth. Sdr....Nomor

di

Kod8 Pos

PEMERINTAH KOTA MATARAM

KECAMATAN AMP ENAN
KELURAHAN TAMAN SARI

KQTA NATARAN

Jalen ....,.......... Nomor ...... Mataram, Provinsi Nus Tenggara Beret
Telepon......... Fax...,.........Email: .............. http JAeim.mataramkota.go.id

K8Pada

Yth. Sdr....Norrior

t yEL lE p +
~+ r

a

Kode Pos

G. BENTUK, UKU~ DAN ISI PAPAN NAMA

1 BENTUK

Papan nama sat@an kerja perangkat daerah berbentok empat
perse@. panjang hex bentuk segt empat.
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2. UKURAN

Perbandingan ukuran huruf 3 : 4.

a. ukuran huruf "3" un tuk tulisan pemerintah kota.
b . ukuran h u r uf "4" untuk t u l isan n ame satuan k erja

perangkat daerah.

3. BAHAN

a. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah
disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan
kayu, beton, sang/plat dan lain sebagainya.

b. Bahan huruf papan name diatur sesuai kebutuhan, dapat
menggunakan cat atau dari bahan lain seperti sang/plat atau
semen dan lain sebagainya.

Contoh 1 : Papan nama Kantor W al ikota.

KAItITOR WALIKOTA MATARAM

Jaian ............ Nomor ...... Tetepon ............. Fax.......
Email: ........... Webaite
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Contoh 2: Papan name Satuan Kerja Perangkat Daerah.

P EMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jelen ........... Nomor ...... Telepon ............. Fax ...
Email. . . . . .. Website

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jelsn ........ ... Nomor ..... Telepon .............. Fex....
Email: ... . ... .. Website

PEMERINTAH KOTA MATARAM

KETAHANAN PANGAN

Jelen ...... .. .... Nomor ...... Telepon ............ Fax... .

Emsn ............ Website ........,.............

Contoh 4: Papan nama Kecamatan dan Kelurahan

PEMERINTAH KOTA MATARAM

KECAMATAN AMP ENAN

Jelen.............. Nomor ...... Telepon ...... .... Fax ....
Email: ............ Website .............. . . . .
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PEMERINTAH KOTA MATARAM

KECAMATAN AMPENAN
KELURAHAN KARANG PULE

Jelan .... . . ... Nomor .. .Telepon .. . ....... Fax.... .
Email . . ........... Webeite ......

. . . . . . . . .

Contoh 5. Papan name yang terletak satu atap/ natu komplek.

PEMERINTAH KOTA MATARAM

1. KAItITOR ...
2. BADAN ......
3. DIItIAS .......

Jelen ............... Nomor ..... Telepon ............. Fax ...
Emen: ............. Webeite

r
IWALIKOTA HATARAmt M

H. AHY DUH I


